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Hampir di sepanjang segjarah hukum Pidana menunjukkan, problema mendasar yang terjadi dalam
penanggulangan kejahatan adalah : Membina pelanggar hukum. Sebagai pelaku kejahatan, kerapkali
diperhadapkan kepada berbagai pilihan, salah satu di antaranya adalah mentaati hukum. K etaatan pada
hukum dengan tidak melakukan kejahatan ulang setelah selesai menjalani hukuman merupakan indikator
adanya perubahan sikap perilaku. Pembinaan pelanggar hukum (Treatment of offenders) di dalam Negara
Hukum seperti Indonesia, tidak sgja menjadi tanggung jawab keluarga, atau masyarakat semata. Di dalam
kenyataan Pemerintah melalui Garis-garis Besar Haluan Negara telah menunjukkan keseriusan akan
pentingnya pembinaan Manusia Indonesia Seutuhnya. Hal ini terlihat pada Garis-garis Besar Haluan Negara
1988-1993 yang telah ditetapkan MPR dengan K etetapan Nomor 11/MPR/1988. Di dalam Bab IV butir
kedelapan mengenai Kesejahteraan Sosial ditegaskan lebih lanjut :

Pelayanan kesgjahteraan sosial perlu di tingkatkan secara lebih terpadu melalui upaya pemberian bantuan
dan santunan serta upaya rehabilitasi sosial. Pemberian bantuan dan Santunan Sosial bagi fakir miskin,
anak-anak terlantar, yatim piatu, orang lanjut usia yang tidak mampu, korban bencana alam dan musibah
lainnya serta rehabilitasi social bagi mereka yang tersesat terus di lanjutkan dan dilaksanakan sebagai upaya
Pemerintah, Lembagalembaga Sosial dan masyarakat dan pada umumnya. Dalam hubungan ini dilanjutkan
pula usaha-usaha untuk membantu penyandang cacat agar dapat memperoleh kesempatan kerja sesuai
kemampuannya.
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Memperhatikan isi dan makna Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut, jelas terlihat adanya usaha untuk
melakukan Pelayanan Kesgjahteraan Sosial, khususnya bagi pelanggar hukum melalui rehabilitasi sosial
bagi mereka yang tersesat. Di rumuskannya suatu usaha Pelayanan K esgjahteraan bagi pelanggar hukum
dengan istilah orang yang tersesat menunjukkan adanya suatu gejala baru yang positif dalam
memperlakukan pelanggar hukum. Dengan demikian Pelanggar hukum tidak lagi di lihat sebagai manusia
yang harus disingkirkan maupun di jatuhi hukuman tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan.
Pelanggar hukum itu dilihat dan dipahami maupun diperlakukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus
di bina dibimbing ke jalan yang benar agar kaiak dapat menjadi warga yang sadar dan taat pada Hukum.
Usaha selanjutnya yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk membina pelanggar hukum adalah melal ui

L embaga Pemasyarakatan. ?
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